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| NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN D PERHATIAN KHUSUS

RBI, BENGKULU - Kepala
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Beng-
kulu, Baginda Polin Lumban
Gaol SH, MH melalui Aspdisus,
Hendri Nainggolan SH, MH
menegaskan, khusus untuk
kasus dugaan tindak pidana
korupsi pada penyusunan
Raperda air Limbah Domistik
di Kabupaten Bengkulu Utara
(BU) tahun 2017 penyidik tidak
makan waktu lama. Sebab, set-
elah melakukan pemeriksaan
semua saki dalam perkara
tersebut pihaknya langsung
melakukan ekpos penetapan
siapa yang harus bertang-
gung jawab dan terlibat dalam
perkara tersebut. “Ya, minggu
lalu sudah ada sekitar 8 orang
saksi yang dianggap menge-
tahui masalah penyusunan
Raperda ini sudah kita per-

iksa. Hingga saat ini penyidik
masih mendalami keterangan
dari masing-masing saksi,”
ucap Hendri nainggolan ke-
marin. r
Diungkapkan, minggu ini
sesuai dengan jadwal pe-
nyidik, masih ada beberapa
saksi lagi yang pelu dipang-
gil untuk dimintai keterangan
terkait dengan penyusunan
Raperda air limbah ini. Tim
teknis dalam penyusunan
Raperda tersebut sudah di-
mintai keterangan, Pembuat
Surat Perintah Membayar
(SPM dan bendahara dalam
kegiatan tersebut juga sudah
mintai keterangan.
“Sudah banyak saksi yang
kita panggil selama status
perkara ini naik ke Peny-
idikan. Tapi minggu depan
(minggu ini red) kita masih
melakukan pemeriksaan ter-
hadap beberapa orang saksi
lagi, setelah itu perkara ini
mungkin segera penetapan
tersangkanya, mudah-muda-
han," demikian ucapnya.
Untuk diketahui, kegiatan
rencana penyusnan Raperda
Air Limbah ini ada di kabu-
paten Bengkulu Utara (BU).
Namun perencaan penyusu-

‘nan Raperda tersebut dilaku-

kan oleh Setker Cipta Karya
Kementerian PUPR Provinsi
Bengkulu, yang mana dana
untuk penyusunan Raperda
tersebut bersumber dari ABPN
Kementerian PU pusat. dengan
total pagu anggara Rp 400 Juta
lebih. Sesuai dengan hasil pe-
nyelidikan tim penyidik pada
kegiatan tersebut ditemukan

kerugian negara Rp 300 Juta,

Kejati Terus Bidik Kasus Raperda BU

Sementara untuk modus pe-

langgaran yang terjadi dalam
perkara ini yaitu, dalam pe-
nyusunan Raperda tersebut,
ada pelelangan jasa konsultan -
teknis, yang dimenangkan oleh
PT SKA. Namun pengerjaan-
nya justru dilakukan oleh PPK
|Satker Pengembangan Sistem
Penyehatan Lingkungan Pe-
mukiman (PSPLP) Direktoral
jendrral cipta karya kemente-
rian PUPR Provinsi Bengkulu,
berinsial AZ seharusnya selaku
PPK harus melakukan pen-
gawasan, dan bukan selaku
pekerja.(ide)
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